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ABSTRACT 

Background: People of East Java Province counted more than 38.3 million people, which 7.5 mtlllon among them was 
rated poor people. From several research shows that poor people usually exposed to health matter due to lack of nutnt10n 
and education. Mass media also mentioned that there were differences between poor people health care and common 
people. resulting health care unsatisfaction. This research commonly purposed to know People Satisfaction Index mainly 
poor people that came to RSU Dr. Soedono Madiun and RSU Haji Surabaya based on Minister of State Apparatus Effictency 
letter of decree number KEP/25/M.PAN/212004. Methods: This research design was public policy research analysis The 
applied met11od is empiric approach that based on actual facts and evaluative approach. The research located m RSU Dr. 
Soedono Madiun and RSU Haji Surabaya. The population research done by purposively random sampling wtth the number 
of child and trauma overnight patient respondent reach 35 respondent. The data compiled by Minister of State Apparatus 
Efficiency instrumen and exhaustively interview. Results: result shows that Poor People Satisfactton Index toward health 
care overall reach 3.56 or converted number 89.0 with categorized very good and IKM for RSU Haji Surabaya 3.92 or 
converted number 98.0 with categorized very good. The recommendation gives to the People Satisfaction Index instrumen 
manual based on Minister of State Apparatus Efficiency letter of decree number KEP/25/M.PAN/212004 which constst of 
14 substance need to be more described for operational and realistic. 
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PENDAHULUAN 

Jumlah penduduk di Jawa Timur secara 
keseluruhan kurang lebih 38,3 jiwa yang 7,5 jiwa 
di antaranya merupakan penduduk miskin yang 
tersebar di 38 kabupaten/kota. (Tempo lnteraktif, 
19 Maret 2008). Dari jumlah tersebut lebih dari 75% 
telah memanfaatkan fasilitas kesehatan, baik pada 
penduduk mampu ataupun miskin. Dari segi pelayanan 
kesehatan pemerintah telah menyiapkan sarana 
kesehatan tanpa membedakan untuk penduduk miskin 
dan kaya. Khusus untuk penduduk miskin, telah diatur 
dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menegaskan 
bahwa ' fakir miskin dan anak-anak terlantar dipe/ihara 
oleh negara '. Secara ideal undang-undang dasar 
tersebut te lah menjadi jaminan bagi penduduk 
m1skin untuk mendapatkan santunan dari Negara. 

Dan oleh karenanya pelayanan kesehatan keluarga 
miskin telah dikembangkan dengan prinsip jaminan 
kesehatan, sebagai suatu kebljakan menyongsong 
jaminan sosial nasional (Depkes, Pusdatkes, 2003) 
Berbagai kebijakan telah d1ambll oleh pemenntah 
dalam upaya untuk membantu masyarakat m1skin 
aga r te rkurangi beban kem1skinannya, seperti 
kebijakan yang meringankan masyarakat m1skm 
untuk mengakses b1dang kesehatan , yaitu melalui 
program JPS-BK (1998) yang terus d1 perbaharu1 
program tersebut dan saat sekarang dimulai dengan 
program Jaminan Kesehatan Masyarakat (2008). 
Program pemerintah pada pembebasan pelayanan 
kesehatan pada masyarakat m1skm (Jamkesmas) 
menjadi sangat berarti, karena akan menJadl pemutus 
mata rantai kemiskinan Juga dalam mendukung 

' Pusat Peneht1an dan Pengembangan S1stem dan Kebijakan Kesehatan. Badan L1tbangkes Depkes Rl , Jl lndrapura 17 
Surabaya 60176 
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2 Badan Penehllan dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur 
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